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Ekonomi Publik Sekilas
Pandang

konomi Publik merupakan bagian dari [lmu atau Teori Ekonomi
yang berfokus membahas peran dan fungsi pemerintah yang
mewakili negara. Pemerintah mempunyai 3 peran (fungsi),
yaitu: alokasi (allocation function), distribusi (distribution function), dan
regulasi (regulation function). Terkait dengan fungsi-fungsi ini, ada 2 (dua)
pandangan dari ahli ekonomis. Pandangan pertama adalah dari kelompok
aliran Klasik, A. Smith, ]J.B. Say, D. Ricardo, dan tokoh-tokoh lainnya.
Kelompok ini berargumen bahwa peran pemerintah dalam perekonomian
sebaiknya dibatasi seminimal mungkin dalam perekonomian. Campur
tangan pemerintah hanya diperlukan dalam kondisi ekstrem, terjadi
ketidakseimbangan dalam salah satu pasar, misalnya pasar barang
(kelangkaan barang), pasar uang (inflasi), dan pasar tenaga kerja
(pengangguran). Aliran Klasik terkenal dengan jargon “leave us alone”.
Teori Barang Publik adalah topik I yang dibahas dalam buku ini.
Aliran Ekonomi Klasik berargumen barang yang secara umum diproduksi
pemerintah sebagai barang publik. Menurut kelompok ini barang publik
terbatas pada: jalan raya, jembatan, perlindungan keamanan dari tentara.
Ketiga bentuk barang publik ini kecil kemungkinannya disediakan oleh
sistem mekanisme pasar, yang dikarenakan oleh kebutuhan investasi
untuk menyediakan barang ini cukup besar. Pihak swasta yang
berorientasi pada laba, pasti akan menghindari tugas menyediakan
barang-barang ini.
Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah dipilih menjadi
topik II dalam buku ini. Konsep kegagalan pasar, yaitu aliran transaksi
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pasar dan barang yang tidak dapat diakomodasi melalui sistem pasar.
Kegagalan pasar muncul karena sifat free rider dalam penyediaan barang
publik atau akses barang publik, adanya eksternalitas dalam aktivitas
produksi dan konsumsi, serta struktur pasar monopoli. Eksternalitas
dalam proses produksi dan konsumsi dewasa menjadi salah satu isu
kebijakan publik, terkait dengan maraknya masalah sampah plastik
dan pencemaran air, tanah dan udara di negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia.

Eksternalitas sebagai salah satu penyebab dari kegagalan pasar
dan dibutuhkannya campur tangan pemerintah. Topik ini dikaji dengan
contoh kasus khusus, dan link berita dan informasi terkait isu yang
dibahas diberikan sebagai tugas khusus.

Pilihan Publik merupakan topik baru dan hanya dibahas sekilas
dalam buku ini. Konsep pilihan publik membahas bagaimana kontribusi
dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas kenegaraan dan diwujudkan
dalam partisipasi untuk memilih calon pemimpin atau kepala negara.

Analisis Biaya dan Manfaat (Cost Benefit Analysis/CBA) membahas
analisis kelayakan dan patut tidak patutnya sebuah pilihan kegiatan
dilakukan atau tidak. Analisis atas proyeksi biaya dan manfaat untuk
membuat atau menyediakan barang publik, barang bersama (common
resources) dan barang privat atau barang swasta.

Pengeluaran pemerintah menjadi topik penutup sesi peranan
pemerintah pada perekonomian. Pada bagian ini dimulai dengan konsep
makro dan konsep mikro tentang kaitan pengeluaran pemerintah dengan
tahapan Pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang dibahas dalam
hukum Wagner (Wagner Law), argumen teori dari Peacock dan Wiseman,
dan konsep pengeluaran pemerintah versi Rostow.

Pajak, komponen utama dalam sisi penerimaan pemerintah. Konsep
pajak dan perpajakan dibahas dalam 3 poin, yaitu: 1). konsep pajak
sebagai sumber penerimaan negara; 2). beban pajak dan efisiensi dalam
ekonomi; serta 3). Pajak sebagai instrumen dari distribusi pendapatan.

Bagian terakhir topik dalam buku ini adalah masalah Keuangan
Negara dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal. Aspek Keuangan Negara
menyajikan secara singkat komponen-komponen dalam Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan APBN dalam
beberapa tahun disajikan sebagai studi kasus. Hubungan antara keuangan
pemerintah pusat (keuangan negara/APBN) dan pemerintah daerah
(keuangan daerah/APBD) disajikan dalam sistematika APBN dan APBD.
Hubungan ini juga menjadi fokus dari analisis desentralisasi fiskal, yaitu
melihat besaran dan rasio dari dana transfer pemerintah pusat pada
komponen total penerimaan pemerintah daerah, yang dicatat dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).






